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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah sesuatu yang sangat kental pada masyarakat di Indonesia
karena istilah awalnya dari kata Yunani yang berarti bentuk politik di mana rakyat
sendiri lah memiliki dan menggunakan semua kekuatan politik." Secara umum,
demokrasi dalam sistem sosial-politik modern merupakan yang terbaik dari
banyak sistem dan ideologi yang ada pada saat ini.Menurut Tokoh Mahfud MD
mengatakan ada dua alasan untuk memilih demokrasi sebagai sistem sosial dan
negara. Pertama, hampir semua negara di dunia telah menjadikan demokrasi
sebagai prinsip fundamental, kedua demokrasi sebagai prinsip negara pada
dasarnya memberikan arahan bagi peran masyarakat untuk mengatur suatu Negara
sebagai organisasi tertingginya.

Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata Yunani demos yang berarti
orang, penduduk, masyarakat,rakyat atau warga di suatu tempat, dan cretein atau
cratos yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Kombinasi dua kata demo certain
demos cratos (demokrasi) memiliki arti negara di mana sistem pemerintahan yang

berdaulat berada di tangan rakyat.

!Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986), him. 134.

“Mahmuzar, Sistem Pemerintahan Indonesia (Bandung: Media Bandung, 2013), him. 47.



Kekuatan kedaulatan yang tertinggi adalah dalam keputusan bersama rakyat,
rakyat memiliki kekuatan untuk memerintah rakyat dan kekuasaan oleh rakyat
dalam artian dilakukan secara musyarawah.® Allah SWT berfirman dalam Q.S.

Ali-Imran/3 : 159 yang berbunyi :
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“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma‘afkanlah mereka,
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka
bertawakkallah kepada Allah.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang bertawakkal kepada-Nya”.*

Indonesia merupakan Negara yang sangat menjunjung tinggi demokrasi. Hal
ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945 yang mengatur tentang masalah pelaksanaan demokrasi yang
melibatkan setiap warga negara tepatnya Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi
“Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat”.

Sebagai Negara yang mengupayakan arti demokrasi dengan salah satunya

adalah menerapkan pemilu di Indonesia.”> Pemilu adalah suatu proses untuk

’A. Ubaedillah, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi
dan Pencegahan Korupsi (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), him. 131.

*Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta:
Penafsiran Al-Qur’an, 1993), him. 103.

Ade i iRio Saputra, Jendrius, idan Bakaruddin iRosyidi, “Tata iKelola Pemilu idalam
iPemenuhan iHak-Hak iPemilih iPenyandang iDisabilitas i(Kasus iPemilihan iGubernur dan iWakil



memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilu ini
diadakan untuk mewujudkan negara yang demokratis, di mana para pemimpin
dipilih dengan suara terbanyak.®

Pemilu merupakan salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih
wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, sekaligus sebagai
bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik sehingga pada
akhirnya hubungan kekuasaan orang akan diciptakan, oleh rakyat, dan untuk
rakyat yang merupakan inti dari kehidupan demokratis. Pemilihan diadakan untuk
mewujudkan kedaulatan rakyat.Karena, masyarakat tidak dapat memerintah secara
langsung. Oleh karena itu, kita memerlukan cara untuk memilih perwakilan rakyat
untuk memerintah suatu negara untuk jangka waktu tertentu.’

Secara teoritis Pemilu dianggap tahapan paling awal atau pertama dari
berbagai rangkaian prosedur dikehidupan ketatanegaraan yang demokratis di suatu
pemerintahan.®Pemilu juga merupakan moto penggerak mekanisme sistem politik
demokratis. Dalam konteks Negara Indonesia dengan pemilu inilah pengisian
badan-badan atau organ-organ Negara dimulai, entah itu organ yang melaksanakan

kedaulatan rakyat seperti MPR, DPR, dan DPD ataupun organ Negara yang

iGubernur iProvinsi iSumatera iBarat iTahun 2015 «di iKabupaten iPadang iPariaman)”, iJISIP-UNJA,
iVol.i2,iNo.il, i(2018): ihim.13.

®Firmanzah, Mengelola Partai Politik (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), him. 82.

"http://repository.unpas.ac.id/13193/5/BAB%2011.pdf di akses pada tanggal 1 Agustus
2019 pukul 11.00 Wita.

®Hestu Cipto iHandoyono, iHukum Tata iNegara ilndonesia, iCahaya iAtma iPustaka
i(Yogyakarta: it.p,i2015),hlm.45.


http://repository.unpas.ac.id/13193/5/BAB%20II.pdf

melaksanakan pemerintahan yakni Presiden dan Wakil presiden beserta
kabinetnya.’

Tujuan dan fungsi dari pemilu ini adalah menentukan kepimpinan di
ketatanegaraan dan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan
pemerintahan Negara yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini diatur dalam Pasal 1
Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum yang berbunyi :

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan

rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap warga negara Indonesia diharapkan terlibat aktif dalam Pemilu
termasuk penyandang disabilitas. Karena penyandang disabilitas juga salah satu
unsur penting di dalam masyarakat yang mengukur sukses atau tidaknya
pelaksanaan Pemilu. Namun hal tersebut selama ini tidaklah seimbang serta tak
sejalan dengan aspek teknis pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan belum
sesuai dengan terapan mengenai penyampaian hak salah satunya memperoleh

fasilitas yang layak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi :

%Reinholf Zippelius, Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah Filosofis (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2000), him. 57.



Pasal 13 Huruf (g)

Memperoleh aksesbilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan

Pemilu, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa

atau nama lain.

Pasal 77

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik penyandang

disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam Pemilu,

pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau hama
lain.

Berdasarkan Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor
9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang
Disabilitas yang berbunyi “Pemerintahan Daerah berkewajiban memfasilitasi
proses penyampaian pendapat oleh penyandang disabilitas”.

Pada kenyataannya di Kota Banjarmasin masih banyak penyandang
disabilitas tuna netra mengeluh akan ketidaknyamanan saat pelaksanaan Pemilu
yaitu dari masih kurangnya template huruf braille hingga banyak yang mengantri
bahkan untuk posisi kotak suara yang terlampau tinggi. Berdasarkan pernyataan
Slamet Triadi selaku ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia
(PPDI) di Kota Banjarmasin bahwa template huruf braille untuk penyandang
disabilitas tuna netra sangat kurang memadai untuk Pemilu tahun 2019.

Kami harus menunggu surat suara templale huruf braille itu pun pusat hanya

menyediakan untuk surat suara Pemilu Pilpres dan DPD RI yang ada

template braille sedangkan untuk DPRD Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI

(Pileg) tidak ada template braille.*°

Slamet Triadi juga menyampaikan bahwa bilik suara mereka juga tak lagi

menjadi rahasia tapi dipercayakan kepada pendamping dalam membantu mereka

'°Slamet Triadi, Ketua PPDI Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 12
Februari 2019, Pukul 10:00 Wita.



ini membuat mereka agak kecewa karena yang namanya umum, bebas, adil dan
secara langsung dalam pemilu itu tidak ada pada kenyataannya untuk para
penyandang disabilitas tuna netra.

Hal ini disebabkan kurangnya kepekaan panitia terhadap penyandang
disabilitas salah satunya tuna netra padahal ini sudah disampaikan berkali-kali
kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa mereka tidak ada inisiatif untuk
mengunjungi para penyandang disabilitas serta ada juga para penyandang
disabilitas yang tidak menerima kontak suara karena dengan alasan bahwa dalam
memilih harus sehat jasmani.*!

Berdasarkan penjelasan di atas pemenuhan hak penyandang disabilitas masih
belum sesuai baik secara fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana amanat dari
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Maka berdasarkan
latar belakang di atas maka peneliti tertarik mengkaji lebih dalam dan meneliti
permasalahan tersebut ke dalam penelitian skripsi yang berjudul “Pemenuhan
Fasilitas Hak Tuna Netra dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota

Banjarmasin”.

YSlamet Triadi, Ketua PPDI Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 18
Januari 2020, Pukul 11:10 Wita.



B. Rumusan Masalah
Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini telah dirumuskan ke dalam
beberapa kriteria masalah yakni:
1. Bagaimana upaya pemenuhan fasilitas hak tuna netra dalam Pemilu Tahun
2019 di Kota Banjarmasin ?
2. Apa saja kendala terhadap pemenuhan fasilitas hak tuna netra dalam Pemilu

tahun 2019 di Kota Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian
Menjawab rumusan masalah, maka ditetapkan tujuan penelitian yakni:

1. Untuk mengetahui upaya pemenuhan hak tuna netra dalam Pemilu tahun
2019 di Kota Banjarmasin yaitu dari segi akses serta fasilitas agar
mempermudah penyandang disabilitas tuna netra.

2. Untuk mengetahui kendala terhadap pemenuhan fasilitas hak tuna netra
dalam Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin. Kendala yang membuat

upaya pemenuhan hak tuna netra masih belum maksimal.

D. Signifikansi Penelitian
Signifikansi penelitian disebut juga dengan manfaat di mana sebuah hasil
penelitian hendaknya bermanfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat

(praktis) serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu



pengetahuan (teoritis).”> Manfaat dari segi praktis dan teoritis akan peneliti
sampaikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pengetahuan terutama di bidang hukum dan menambah karya ilmiah yang
telah ada, serta sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi
selanjutnya dan juga untuk memperkaya khazanah kepustakaan UIN
Antasari Banjarmasin serta Fakultas Syariah, khususnya bagi pihak- pihak
yang akan meneliti dalam perspektif yang sama. Memberikan masukan
untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat
dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan
zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan hak penyandang
disabilitas tuna netra dalam Pemilu.

2. Manfaat praktis, memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum
serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah hak penyandang
disabilitas tuna netra dalam Pemilu. Untuk menambah pengetahuan penulis
dalam hal hak penyandang disabilitas tuna netra dalam Pemilu yaitu fasilitas

dan aksesnya serta memberikan informasi kepada masyarakat.

E. Definisi Operasional
Agar terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah
yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah dan

penegasan menegnai judul penelitian sebagai berikut:

?Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, Metode Penelitian Hukum (Bandung : PT Tafika
Aditama, 2018), him.123.



1. Fasilitas, yaitu sesuatu yang memang hak mereka.™ Fasilitas yang peneliti
maksudkan disini adalah hal yang berikatan dengan penyandang disabilitas
yakni sarana, aksesibilitas serta pelayanan untuk penyandang disabilitas
tuna netra untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu tahun 2019 di Kota
Banjarmasin.

2. Tuna netra, tuna netra secara etimologis berasal dari dua kata, yakni tuna
dan netra. Tuna berarti kecacatan atau kekurangan, sedangkan netra berarti
mata atau penglihatan. Tuna netra tidak sama dengan buta, tetapi tuna netra
mempunyai indera penglihatan yang tidak berfungsi secara optimal.** Tuna
netra yang dipokuskan dalam penelitian ini adalah tuna netra yang
mengikuti atau berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2019 di Kota
Banjarmasin.

3. Pemilihan Umum (Pemilu), adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau
lainnya untuk memimpin suatu negara dengan jalan menuliskan nama yang
dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suratnya dalam
pemilihan.® Pemilu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemilu

serentak pada tahun 2019 di Kota Banjarmasin.

¥Agus S. Mantik, Revolusi Kedua: Pemerataan Pembangunan ke Daerah (Michigan:
Pustaka Manikgeni, 2004), him. 134.

Rafael Lisinus dan Pastiria Sembiring, Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus (sebuah
Perspektif Bimbingan dan Konseling) (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), him. 43.

YDedi iAmrizal, iAhmad Hidayah Dalimunthe idan Yusriati, iPenanggulangan {GOLPUT
idalam iPelaksanaan iPemilu iLegislatif idan iPilkada i(Medan: iLembaga iPenelitian idan iPenulisan
illmiah iAq|i,i2018),ih|m.i8.
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F. Kajian Pustaka

Peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur, karya ilmiah
beupa skripsi, ada beberapa yang memiliki korelasi tema dengan topik penelitian
ini. Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti kemukakan di antara beberapa
karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai
berikut:

Jurnal yang ditulis oleh Mugi Riskiana Halalia (11340118) mahasiswi
Program Studi llmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang
Disabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas”.*® Persamaan yang peneliti temukan dalam skripsi ini ialah sama-
sama membahas tentang hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam
bidang politik. Perbedaan penelitian yang peneliti angkat dengan saudari Mugi
Riskinana Halalia adalah bahwa saudari Mugi Riskinana Halalia berfokus pada
hak politik untuk para penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Sedangkan fokus penelitian oleh peneliti adalah pemenuhan fasilitas hak tuna
netra dalam Pemilu tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian sosial dan hukum dengan pendekatan kualitatif,
sedangkan metode peneltian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum
empiris dengan pendekatan sosiologis hukum dan adapun pengambilan datanya

menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan

Mugi Riskiana Halalia, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas®, Supremasi
Hukum Vol. 6, No. 2, (2017): him. 5.
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oleh saudari Mugi Riskiana Halalia adalah bahwa KPU Kota Yogyakarta telah
melakukan upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam
penyelenggaraan Pemilu. Upaya yang dilakukan telah sesuai dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
dengan menjunjung tinggi nilai persamaan dan kesempatan yang sama untuk
penyandang disabilitas dalam kehidupan berpolitik. Hasil dari penelitian yang
dilakukan oleh peneliti adalah bahwa pelaksanaan pemenuhan fasilitas hak tuna
netra dalam Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin masih kurang maksimal
dikarenakan masih banyak penyandang disabilitas tuna nerta kehabisan template
huruf braille untuk melakukan pemilihan.

Skripsi yang ditulis oleh Taufiq G Pratama (1516150081) mahasiswa
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
yang Berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Politik Tehadap Penyandang Disabilitas
dalam Pemilu Serentak di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif
dan Hukum Islam (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)™*’.
Persamaan antara skripsi yang ditulis saudara Taufiq G Pratama dan peneliti
adalah sama-sama membahas tentang pemenuhan hak politik bagi penyandang
disabilitas. Perbedaannya saudara Taufig G Pratama lebih fokus ke pemenuhan
hak-hak politik penyandang disabilitas di Kota Bengkulu menurut hukum positif

dan hukum Islam sedangkan peneliti lebih fokus ke pemenuhan fasilitas hak tuna

netra dalam Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin. Metode yang digunakan

Y"Taufiq G Pratama, “Pemenuhan Hak-Hak Politik Tehadap Penyandang Disabilitas dalam
Pemilu Serentak di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi
di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN
Bengkulu, 2019), him. 8.
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saudara Taufiq G Pratama adalah penelitian lapangan dengan pendekatan
deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi,
wawancara dan studi kepustakaan, sedangkan metode penelitian yang peneliti
gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum
dan adapun pengambilan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh saudara Taufiq G Pratama adalah bahwa
KPU kurang maksimal dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas,
dimana bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta bertentangan dengan kesetaraan
sosial yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nur/24 : 61, belum ada sebuah metode yang
dikhususkan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Hasil dari penelitian yang
dilakukan oleh peneliti adalah bahwa pelaksanaan pemenuhan fasilitas hak tuna
netra dalam Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin masih kurang maksimal
dikarenakan masih banyak penyandang disabilitas tuna nerta kehabisan template
huruf braille untuk melakukan pemilihan.

Skripsi yang ditulis oleh Tifani Mariana NPM 5116500195 mahasiswi
Program Studi Illmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
dengan judul” Pemenuhan Hak Politik dan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam

Pemilu Di Kabupaten Tegal”18

. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama
membahas tentang pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Tifani Mariana dengan peneliti adalah

8Tifani mariana, “Pemenuhan Hak Politik dan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam
Pemilu di Kabupaten Tegal” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti,
Tegal, 2020), him 14.
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bahwa saudari Tifani Mariana memfokuskan pada hak politik dan hukum
penyandang disabilitas dalam Pemilu sedangkan peneliti memfokuskan pada
pemenuhan fasilitas hak tuna netra pada Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin.
Metode penelitian yang digunakan saudari Tifani Mariana adalah penelitian
lapangan dan penelitian kepustakaan pendekatan yang digunaka adalah
pendekatan empiris dan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka
(library research), wawancara dan observasi sedangkan metode penelitian yang
peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis
hukum dan adapun pengambilan datanya menggunakan wawancara dan
dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh saudari Tifani Mariana
adalah bahwa pemenuhan hak politik dan hukum penyandang disabilitas dalam
Pemilu sudah terpenuhi seperti menjemput dan mendampingi serta menyediakan
alat bantu mencoblos. Namun, dalam meningkatkan partisipasi penyandang
disabilitas masih kurang terjalankan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh
peneliti adalah bahwa pelaksanaan pemenuhan fasilitas hak tuna netra dalam
Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin masih kurang maksimal dikarenakan
masih banyak penyandang disabilitas tuna nerta kehabisan template huruf braille
untuk melakukan pemilihan.

Judul skripsi yang telah peneliti temukan di atas, memang ada sedikit
keterkaitan dengan judul skripsi yang peneliti ajukan yaitu berbicara mengenai
penyandang disabilitas. Namun, penelitian yang peneliti angkat ini berbeda
dengan penelitian yang ada. Penelitian ini memfokuskan mengenai pemenuhan

fasilitas hak tuna netra dalam Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin.
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G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang diolah secara sistematis dan diharapkan
sistematika ini mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga peneliti
mencoba merincikan sebagai berikut:

Bab | pendahuluan, bagian ini yang akan menguraikan mengenai latar
belakang masalah yang menjelaskan alasan untuk memilih judul dan gambaran
dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarkan dalam
rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang
diinginkan. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi
operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna
umum dan atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan
atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi
secara keseluruhan.

Bab Il landasan teori, bagian ini yang menjadi acuan untuk menganalisis data
yang diperoleh, berisikan tentang pengertian Hak Asasi Manusia (HAM),
Pemilihan Umum (Pemilu) dan Penyandang Disabilitas.

Bab 11l metode penelitian, bagian ini yang dipergunakan untuk menggali
data yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan
sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi
penelitian, penyajian data yang diperoleh dan analisa data.

Bab V penutup, bagian ini berisi simpulan dan saran. Simpulan sebagai

jawaban terhadap rumusan masalah sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang



15

dipermasalahkan dalam skripsi. Kemudian saran yang diberikan bersumber pada

temuan penelitian.



